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 RESUME 

  HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1  

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

PADA IUPHHK-HA PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA 

 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Suwarto (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi); 

2. DR. Ir. M Taufan Tirakaamiana, MP (Auditor Ekologi); 

3. Ir Sibyan Ahrar (Auditor Sosial); 

4. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor Produksi & VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Wana Bakti Persada Utama 
b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : 864/Kpts-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 
c. Luas : 44.402 Hektar 
d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 
e. Alamat Kantor : Jl Purworejo (d/h Jl. Teluk Betung) No. 24 Menteng, 

Jakarta Pusat 
f. Email : vestol93@yahoo.co.id 
g. Susunan Pengurus : - Komisaris : H. Djohansyah Ramlie 

- Direktur Utama : Ir. H. Permana Nuryayi 

h. Management Representatif : Rudiansyah, S.Hut 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

13 Desember 2017 

 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si 

Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk H. Anwar Saleh jabatan 

Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Pertemuan Pembukaan Kantor Basecamp 

IUPHHK-HA  

PT Wana Bakti 

Persada Utama  

14 Desember 2017 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Kantor Basecamp 

dan Areal Kerja 

IUPHHK-HA  

PT Wana Bakti 

Persada Utama  

15 - 18 

Desember 2017 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 
(satu) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  

Pertemuan Penutupan Kantor Basecamp 

IUPHHK-HA PT 

Wana Bakti 

Persada Utama  

18 Desember 2017 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Perjalanan kembali 19 Desember 2017 Base Camp PT WBPU  – Samarinda 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Samarinda, 

20 Desember 2017 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko KSBTU. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh H. Anwar Saleh Kabid. 

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-1 

Samarinda, 

9 Januari 2018 

a. PT Wana Bakti Persada Utama dinilai 
LULUS audit Penilikan Ke-1 PHPL 
dengan predikat SEDANG sesuai 
Lampiran 1.1. dan 2.1. Peraturan Direktur 
Jenderal PHPL  No. P.14/PHPL/SET/4/ 
2016. 

b. Status S-PHPL PT Wana Bakti Persada 
Utama dipertahankan sesuai masa 
berlaku dan lingkup sertifikasinya. 
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4. HASIL  AUDIT : 

 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.1.1. 

Ketersediaan Dokumen Legal 

dan Administrasi Tata Batas 

(PP, SK IUPHHK-HA, 

Pedoman TBT, Buku TBT, 

Peta TBT) 

CD Sedang Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata 

batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai 

dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas 

yang telah dilakukan, tidak tersedia dokumen 

Laporan TBT No. 1505 Tahun 2010 (Batas 

Persekutuan/Buatan dengan PT Mardhika Insan 

Mulia).  

Verifier 1.1.2. 

Realisasi Tata Batas dan 

Legitimasinya (BATB) 

D Baik  

 

Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT 

Wana Bakti Persada Utama telah mencapai 

100% (tata batas sudah temu gelang).  PT Wana 

Bakti Persada Utama juga telah melaksanakan 

pemeliharaan batas areal kerja di lapangan 

berupa penggantian pal baru. 

Verifier 1.1.3. 

Pengakuan Para Pihak Atas 

Eksistensi areal IUPHHK 

Kawasan Hutan (BATB) 

CD Baik  

 

Terdapat pengakuan para pihak terhadap 

eksistensi areal kerja PT Wana Bakti Persada 

Utama. Berita Acara pelaksanaan tata batas telah 

ditandatangani oleh para pihak terkait, dan tidak 

ada konflik batas dengan pihak lain.   

Verifier 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan.   

(Apabila tidak ada perubahan 

fungsi maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

CD Sedang Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal 

kerja IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama 

dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi 

Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.110 Ha. 

Areal yang berubah dari Hutan Produksi Terbatas 

(HPT) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) 

berada di luar blok RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2011-2020. 

Perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi 

belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.  

Verifier 1.1.5. 

Penggunaan Kawasan di Luar 

Sektor Kehutanan.  

(Apabila tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor 

kehutanan maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable). 

CD NA Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA 

PT Wana Bakti Persada Utama. 

 

Kesimpulan Indikator 1.1.   13/15 = 86,67% (BAIK)  
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2. Indikator 1.2. : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.2.1. 

Keberadaan Dokumen Visi, 

Misi Dan Tujuan Perusahaan 

yang Sesuai dengan PHL. 

D Baik  

 

Tersedia dokumen Visi, Misi, dan Tujuan 

Perusahaan PT Wana Bakti Persada Utama yang 

legal, diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan 

Direktur Utama Nomor : 020/WBPU-Ia/03.11 

tanggal 18 Maret 2011 tentang visi misi dan tujuan 

perusahaan.  Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

PT Wana Bakti Persada Utama telah memuat tiga 

pilar PHPL yaitu kelestarian fungsi produksi, 

kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi 

sosial, sehingga telah sesuai dengan kerangka 

PHPL.   

Verifier 1.2.2. 

Sosialisasi Visi, Misi dan 

Tujuan Perusahaan 

 

D Sedang Sosialisasi Visi & Misi Perusahaan dilakukan 

kepada karyawan dan kepada masyarakat sekitar 

serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) pada 

tahun 2016. 

Sosialisasi Visi & Misi Perusahaan dilakukan 

kepada masyarakat sekitar serta ada bukti 

pelaksanaan (Berita Acara) pada tahun 2017. 

Sosialisasi Visi & Misi Perusahaan belum pernah 

dilakukan kepada karyawan pada tahun 2017. 

Berdasarkan Laporan Bulanan Karyawan PT 

Wana Bakti Persada Utama Periode Bulan 

November 2017, diketahui bahwa terdapat 

penambahan sebanyak 13 orang karyawan baru 

pada tahun 2017 (Belum mendapat sosialisasi 

Visi & Misi Perusahaan). 

Verifier 1.2.3 

Kesesuaian Visi, Misi dengan 

Implementasi PHL. 

D Sedang PT Wana Bakti Persada Utama telah 

mengimplementasikan Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari, namun hanya sebagian yang 

sesuai dengan visi dan misi.  

Kesimpulan Indikator 1.2.   14/18 =77,78% (SEDANG)  
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3. Indikator 1.3. :  Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 

pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan, 

Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 

 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.3.1. 

Keberadaan Tenaga  

Profesional Bidang Kehutanan 

(sarjana Kehutanan dan 

Tenaga teknis menengah 

kehutanan) di Lapangan pada 

Setiap Bidang Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Sesuai 

Ketentuan yang Berlaku 

CD Buruk Realisasi pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL 

IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama 

terhadap syarat kecukupan menurut Peraturan 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 

24 November 2015 adalah tersedia pada 

sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu  

Ganis PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT), 

Ganis PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT), dan 

Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-

R).   PT Wana Bakti Persada Utama belum 

memiliki Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan 

(KURPET) dan Ganis PHPL Pemanenan Hasil 

Hutan (NENHUT).   

Auditee tidak mampu memenuhi LKS untuk 

verifier 1.3.1. 

Verifier 1.3.2. 

Peningkatan Kompetensi SDM. 

D Sedang Realisasi peningkatan kompetensi SDM  PT 

Wana Bakti Persada Utama pada periode Tahun 

2016 dan 2017 rata-rata adalah sebesar  67,72%. 

 

Verifier 1.3.3 

Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan 

D Sedang PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki 

dokumen ketenagakerjaan namun tidak lengkap. 

Dokumen yang tidak tersedia adalah Dokumen 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 

No. 7 tahun 1981. 

Kesimpulan Indikator 1.3.   9/15 = 60,00% (SEDANG). 
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4. Indikator 1.4. :  Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.4.1. 

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan dalam Kerangka  

PHPL. 

D Sedang Tersedia Struktur Organisasi dan job description 

yang telah disahkan melalui Surat Keputusan 

Direktur Utama Nomor : 001/WBPU-Ia/03.16 

tanggal 21 Maret 2016. 

Terdapat rangkap jabatan pada pos jabatan 

strategis. 

Terdapat ketidakkonsistenan nomenklatur jabatan 

antara Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 

001/WBPU-Ia/03.16 dengan Data Karyawan pada 

Laporan Bulanan Karyawan PT Wana Bakti 

Persada Utama Periode Bulan November 2017. 

Verifier 1.4.2. 

Keberadaan Perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

Tenaga Pelaksana. 

D Baik Perangkat SIM ada dan tersedia tenaga 

pelaksananya.  

 

Verifier 1.4.3 

Keberadaan SPI / Internal 

Auditor  dan Efektifitasnya 

D Sedang Organisasi SPI/Internal auditor ada, tetapi belum 

berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh 

tahapan kegiatan. 

Kegiatan SPI belum menjangkau tahapan 

kegiatan kelola sosial. 

Laporan  Kegiatan Pengawasan Internal masih 

bersifat normatif, kurang detail, berpengaruh 

kepada kualitas tindak lanjut di lapangan. 

Verifier 1.4.4 

Adanya Tindakan pencegahan 

dan perbaikan Manajemen 

berdasarkan Hasil Monitoring 

dan Evaluasi. 

D Sedang Tersedia hasil monitoring dan evaluasi SPI. 

Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi.  Belum seluruh 

rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi SPI 

ditindaklanjuti. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   18/24 =75,00% (SEDANG).  
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5. Indikator 1.5. :  Persetujuan Atas Dasar Informasi  Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.5.1. 

Persetujuan Rencana 

Penebangan Melalui 

Peningkatan Pemahaman, 

Keterlibatan, Pencatatan 

Proses dan Diseminasi Isi 

Kandungannya. 

CD Baik Lokasi kegiatan produksi RKT 2017 seluas 950 ha 

berada di sekitar Sungai Tan yang berada di 

wilayah administratif Kampung Long Lamcin dan 

Kampung Long Pelay.  

Sosialisasi Kegiatan RKT 2017 telah dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2017 dengan dihadiri oleh 

perwakilan masyarakat Kampung Long Keluh, 

Kampung Long Pelay dan Kampung Long 

Lamcin. 

Masyarakat tidak berkeberatan atas kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan selama 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku dan menghormati hak 

masyarakat. Untuk menjaga hak masyarakat atas 

hutan pada lokasi RKT 2017, maka dilakukan 

penandaan pohon dan tempat yang dilindungi 

dengan melibatkan perwakilan dari asing-masing 

kampung. 

Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah 

mendapatkan persetujuan atas dasar informasi 

awal yang memadai. 

Verifier 1.5.2. 

Persetujuan Dalam Proses 

Tata Batas 

D Baik Terdapat persetujuan dalam proses tata batas 

dari para pihak.  

 

Verifier 1.5.3 

Persetujuan dalam Proses dan 

Pelaksanaan  CSR/CD. 

D Baik Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor : 29 

Tahun 2001 tanggal 13 Januari 2001 diketahui 

bahwa desa yang berada di dalam dan di sekitar 

hutan yang berhak mendapatkan dana 

kompensasi dari perusahaan pengusahaan hutan 

(PT Wana Bakti Persada Utama) adalah 

Kampung Long Keluh.  PT Wana Bakti Persada 

Utama telah menetapkan 1 (satu) Kampung 

binaan yaitu Kampung Long Keluh. 

Sampai dengan Pertemuan Penutupan tanggal 18 

Desember 2017, auditee belum melaksanakan 

kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan 
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dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada 

masyarakat Kampung Long Keluh, sehingga 

diterbitkan LKS untuk verifier 1.5.3. 

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017 

auditee mengirimkan Bukti Dokumen Tindakan 

Perbaikan, berupa : 

 Berita Acara Sosialisasi Program PMDH dan 

Hak serta Kewajiban Perusahaan (IUPHHK-HA 

PT WBPU) dalam Melaksanakan Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Tahun 2017.  Sosialisasi 

dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017, 

bertempat di Kantor Kampung Long Keluh, 

dihadiri antara lain oleh : Kepala Kampung Long 

Keluh, Sekretaris Kampung Long Keluh, Ketua 

Adat Kampung Long Keluh, Ketua BPK 

Kampung Long Keluh. 

 Daftar Absensi Pertemuan  Sosialisasi Program 

PMDH dan Hak serta Kewajiban Perusahaan 

(IUPHHK-HA PT WBPU) dalam Melaksanakan 

Kegiatan Pengelolaan Hutan Tahun 2017, 

Tanggal 21 Desember 2017. 

 Foto dokumentasi kegiatan. 

Hasil evaluasi terhadap Bukti Dokumen Tindakan 

Perbaikan adalah bahwa auditee telah 

melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan 

persetujuan dalam proses dan pelaksanaan 

CSR/CD kepada masyarakat Kampung Long 

Keluh pada tanggal 21 Desember 2017, yang 

merupakan Kampung Binaan PT WBPU, 

sehingga LKS untuk verifier 1.5.3 ditutup.  , 

Verifier 1.5.4 

Persetujuan dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung. 

D Sedang Terdapat persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung dari sebagian (95%) para pihak.  

PT WBPU telah melakukan kegiatan sosialisasi 

terkait dengan Kawasan Lindung  PT WBPU 

kepada 4 dari 5 Kampung sekitar, yaitu kepada 

masyarakat Kampung Long Keluh, Kampung 

Long Lamcin, Kampung Long Pelay dan 

Kampung Long Duhung. Sedangkan untuk 

masyarakat Kampung Long Gie (Long Beliu) 

belum pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan 

persetujuan dalam proses penetapan kawasan 

lindung. 

Kesimpulan Indikator 1.5.   19/21 =90,48% (BAIK)  
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B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. 

NOMOR DAN 

JUDUL VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.1.1. 

Keberadaan 

dokumen Rencana 

Jangka Panjang 

(management plan)  

yang telah disetujui 

oleh pejabat yang 

berwenang. 

D Baik PT WBPU memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disetujui oleh 

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina 

Usaha Hutan Alam A.n. Menteri Kehutanan (Ir. M. Awriya 

Ibrahim, MSc.) melalui Surat Keputusan Nomor : SK.28/VI-

BUHA/2011, tanggal 18 Maret 2011. 

Verifier 2.1.2 

Kesesuaian 

Implementasi 

penataan areal kerja 

di lapangan dengan 

rencana jangka 

panjang 

 

D Sedang Kesesuaian implementasi Penataan Areal Kerja dengan 

Rencana Jangka Panjang berdasarkan RKUPHHK-HA 

periode 2011-2020 yang disahkan melalui Surat Keputusan 

Nomor : SK.28/VI-BUHA/2011, tanggal 18 Maret 2011 : 

No. Dokumen RKT Dokumen RKU Ket 

1. RKT 2016  

;1.203,70 ha, 14 ptk 

; H(09,10,11), 

I(10,11), C10), 

D10,E10, 

F(09,10,11), 

G(08,09,10) 

RKT 2016 (VI) 

 

Sesuai 

2. RKT 2017 

; 950 ha, 10 ptk ; 

L(08,09), M 

(08,09,10), 

N(09,10,11), 

O(10,11)  

RKT 2014 (IV) Sesuai 

Sebagian 

Terdapat persetujuan perubahan blok melalui Surat dari 

Direktorat UHP No. S.263/UHP/RKUPHHA/ HPL.114.114/ 

2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan Blok 

RKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA yaitu : 

a. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 (blok IV) menjadi Blok 

Tahun 2017 ;  

b. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (blok VII) menjadi 

Blok Tahun 2018 ; 

c. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (blok X) menjadi Blok 

Tahun 2019 ;  

d. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (blok VIII) menjadi 

Blok Tahun 2020 ; 
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Realisasi implementasi PAK di lapangan pada Blok RKT 

2017 sebesar 70,37% atau 950 Ha dari rencana 1.350 Ha. 

Verifier 2.1.3 

Pemeliharaan batas 

blok dan petak 

tebang 

 

D Sedang Pemeriksaan lapangan secara purposive terhadap 

keberadaan dan kualitas batas blok dan batas petak 

tebangan blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017 dengan 

kondisi sebagai berikut : 

No. Uraian Koordinat Keterangan 

1. Plang 

Blok RKT 

2016 

N =  01°46′13,09″  

E = 116°39′33,46”  

Plang tidak terlihat 

jelas di lapangan, 

Jalur rintis batas 

blok berupa polet 

/// cat warna 

merah kurang 

terlihat jelas. 

2. Plang Blok 

RKT 2017 

N =  01°44′39,82″  

E = 116°40′47,15”  

Plang tidak terlihat 

jelas di lapangan, 

Jalur rintis batas 

blok berupa polet /// 

cat warna merah 

terlihat jelas. 

3. Petak L9 | 

L8 

N =  01°44′45,27″  

E = 116°41′07,44”  

Jalur rintis batas 

petak berupa polet 

// cat warna merah 

masih terlihat jelas. 

4. Petak L9 | 

M9 

N =  01°44′50,52″  

E = 116°41′18,96”  

Jalur rintis batas 

petak berupa polet 

// cat warna merah 

masih terlihat jelas. 

5. Petak I10 | 

I11 

N =  01°45′49,37″  

E = 116°39′27,45”  

Jalur rintis batas 

petak berupa polet 

// cat warna merah 

masih terlihat jelas. 

Batas Blok dan Petak Tebangan sebagian (>50%) terlihat 

jelas di lapangan. 

Kesimpulan Indikator 

2.1 

  14/18 = 77,78 % (SEDANG) 

 

 

2. Indikator 2.2 :  Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama 

dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.2.1 .  

Terdapat data potesi tegakan 

per tipe ekosistem yang ada 

D Sedang - PT WBPU memiliki data potensi tegakan per 

tipe ekosistem dari hasil IHMB, diperoleh data 

sediaan tegakan jenis-jenis komersil, potensi 

tegakan untuk diameter > 50 cm sebesar 87,25 
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(berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan). 

m3/ha dengan kerapatan 12,95 btg/ha, dan 

pohon inti pada kelas diameter 20 – 49 cm 

sebesar 99,63 m3/ha dengan kerapatan 296 

btg/ha. 

- PT WBPU memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan hasil ITSP pada Blok RKT 2017, 

rata-rata pohon Inti  pada areal kerja PT. Wana 

Bakti Persada Utama pada kelas diameter 20-

49 cm dan pohon yang dilindungi sebesar 19,51 

m3/ha dengan kerapatan 28 btg/ha dan 

diameter pohon yang ditebang > 50 cm sebesar 

55,04 m3/ha dengan kerapatan 12 btg/ha. 

- PT WBPU memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan hasil ITSP pada Blok RKT 2016, 

rata-rata pohon Inti  pada areal kerja PT. Wana 

Bakti Persada Utama pada kelas diameter 20-

49 cm dan pohon yang dilindungi sebesar 22,01 

m3/ha dengan kerapatan 22 btg/ha dan 

diameter pohon yang ditebang > 50 cm sebesar 

48,95 m3/ha dengan kerapatan 10 btg/ha. 

- PT WBPU memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan hasil ITSP pada Blok RKT 2015, 

rata-rata pohon Inti  pada areal kerja PT. Wana 

Bakti Persada Utama pada kelas diameter 20-

49 cm dan pohon yang dilindungi sebesar 38,55 

m3/ha dengan kerapatan 61 btg/ha dan 

diameter pohon yang ditebang > 50 cm sebesar 

55,66 m3/ha dengan kerapatan 15 btg/ha. 

PT WBPU dilapangan tidak didapatkan 

kelengkapan peta pendukung misalanya seperti 

jalur survey dan peta pohon. 

Verifier 2.2.2.  

Terdapat informasi tentang riap 

tegakan 

CD Buruk Terdapat Buku Risalah Seri Petak Ukur Permanen 

(PUP) pada 3 lokasi, yaitu : 

1. PUP Seri I, terletak di Petak 31U, koordinat : 

S 1°51’32,61’’ dan E 116°50’,12,24’’, pada 

Areal Bekas Tebangan tahun 2001, Waktu 

pembuatan PUP pada bulan Juli 2003. 

2. PUP Seri II, terletakdi Petak 40 K, Km 90 

jalan utama, koordinat : E 01°50’56,11’’ dan 

E 116°47’51,71’’, pada Areal Bekas 

Tebangan tahun 2007, Waktu pembuatan 

PUP pada bulan Juni 2007. 

3. PUP Seri III, terletak di Petak L.10, Km 101 

jalan utama, koordinat : E 01°45’49,50’’ dan 

E 116°41’35,28’’, pada Areal Bekas 

Tebangan tahun 2007, Waktu pembuatan 

PUP pada bulan Juni 2015. 

Pada periode penilikan Ke-1 diketahui dari 3 Seri 
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PUP yang telah dibuat namun belum ada bukti 

laporan pengukuran/observasi ulang PUP, 

sehingga tidak terdapat analisis riap tegakan.  

Verifier 2.2.3 Terdapat 

perhitungan internal/self JTT 

berbasis data potensi/hasil 

inventarisasi dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan 

tegakan. 

CD Sedang PT WBPU belum membuat Laporan 

Pengukuran/Observasi Ulang PUP Seri I, II dan III, 

perhitungan JTT didasarkan pada hasil 

Inventarisasi (ITSP) dan setiap pengajuan 

RKTUPHHK-HA dilampirkan Rekapitulasi ITSP 

yang akan dilaksanakan kegiatan penebangan. 

Terdapat perhitungan internal/self JTT pada 

dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011-2020 

Halaman III-16. 

Terdapat bukti upaya melakukan analisis data 

potensi dan riap tegakan untuk  periode 5 tahun 

terakhir atau selama periode waktu penilaian dan 

menyampaikan laporan. 

Kesimpulan Indikator 2.2   7/12 = 58,33 % (BURUK) 

 

3. Indikator 2.3:  Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin 

regenerasi hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.3.1. 

Ketersediaan SOP 

seluruh tahapan 

kegiatan sistem 

silvikultur. 

D Sedang Pada Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan SOP 

dengan kondisi bahwa SOP seluruh tahapan system 

silvikultur mulai dari PAK, ITSP, PWH, 

Pemanenan,Penanaman dan Pemeliharaan,   serta 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan tersedia dengan 

lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan atau ketentuan teknis. 

Verifier 2.3.2. 

Implementasi SOP 

seluruh tahapan 

kegiatan sistem 

silvikultur. 

D Sedang Terdapat hasil pengamatan / observasi terhadap 

implementasi tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI : 

 PAK : implementasi di lapangan baik RKT 2016, RKT 

2017 ditemukan penandaan batas blok dan petak, 

dimana tanda batas blok berupa rintisan polet merah 

stip (///) dan pada batas petak berupa polet merah 

strip (//). 

 ITSP : implementasi di lapangan ditemukan 

penandaan pohon yang ditebang (barcode biru + label 

merah) dengan diameter >50 cm, pohon inti dengan 

label kuning, pohon dilindungi dengan penandaan cat 

warna biru. Tidak ditemukan kelengkapan peta 

pendukung seperti peta jalur dan peta pohon. 

 PWH : implementasi di lapangan bahwa pengerjaan 

pembuatan jalan / rehab jalan dilakukan pada (Et).  

 Pemanenan :  implementasi kegiatan dilapangan 

pada kegiatan pemanenan berupa penebangan dan 
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penyaradan. Total volume produksi tahun 2016 

sebanyak 22.041,67 m3 dan tahun 2017 adalah 

sebanyak 5.030,35 m3. 

 Penanaman / Pemeliharaan Tanaman : implementasi 

di lapangan ditemukan kegiatan penanaman berupa 

tanaman pada kiri kanan jalan Blok RKT Tahun 2016.  

. 

 Pembebasan Pohon Binaan :  Pada areal efekif untuk 

produksi seluruhnya merupakan hutan produksi 

terbatas (HPT) maka tahapan sistem silvikultur 

tentang pembebasan pohon binaan tidak dilakukan. 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan : implementasi 

dilapangan terdapat SDM pengaman hutan yang 

melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan, 

namun belum rutin dilakukan. 

PT WBPU telah mengimplementasikan sebagian SOP 

tahapan sistem silvikultur. 

Verifier 2.3.3. 

Tingkat kecukupan 

potensi tegakan 

sebelum masak tebang 

D Baik 
Berdasarkan data hasil IHMB, diperoleh data sediaan 

tegakan jenis-jenis komersil, potensi tegakan untuk 

diameter > 50 cm sebesar 87,25 m3/ha dengan kerapatan 

12,95 btg/ha, dan pohon inti pada kelas diameter 20 – 49 

cm sebesar 99,63 m3/ha dengan kerapatan 296 btg/ha. 

Berdasarkan data ITSP RKT tahun 2017 menunjukkan 

bahwa rata-rata pohon Inti  pada areal kerja PT. Wana 

Bakti Persada Utama pada kelas diameter 20-49 cm dan 

pohon yang dilindungi sebesar 19,51 m3/ha dengan 

kerapatan 28 btg/ha dan diameter pohon yang ditebang > 

50 cm sebesar 55,04 m3/ha dengan kerapatan 12 btg/ha 

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping 

terhadap Kecukupan Potensi tegakan sebelum Masak 

Tebang diketahui rata-rata potensi untuk tingkat pohon inti 

dan yang dilindungi pada areal bekas tebangan 100 

batang/ha. 

Verifier 2.3.4. 

Tingkat kecukupan 

potensi permudaan. 

CD Baik 
Terdapat data jumlah permudaan tingkat tiang sbb : 

No Kelompok Jenis 
Jumlah 

(Btg/Ha) 
Volume 

1 Kayu Indah 30,65 5,09 

2 Kayu Meranti 95,32 15,76 

3 
Rimba 

Campuran 
118,71 19,81 

4 Kayu Dilindungi - - 

Total Sediaan 

Tegakan/Ha 
244,68 

40,66 

Sumber : Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB  PT. WBPU 

Tahun 2010 

Berdasarkan data pada tabel diatas, diperoleh jumlah 
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permudaan tingkat tiang untuk seluruh jenis  sebesar 244 

pohon/ha. 

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping 

terhadap Kecukupan Potensi tegakan diketahui rata-rata 

potensi permudaan areal bekas tebangan untuk tingkat 

tiang sebanyak 675 batang/ha dan permudaan ringkat 

pancang sebanyak 1.500 batang/ha.  

Kesimpulan Indikator 

2.3 

  17/21 = 80,95 % (BAIK) 

 

4. Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk 

pemanfaatan hasil hutan kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.4.1 

Ketersediaan prosedur 

pemafaatan/pengelolaan hutan 

ramah lingkungan. 

D Sedang Pada periode Penillikan Ke-1 tidak terdapat 

perubahan prosedur RIL dengan kondisi bahwa 

PT WBPU memiliki SOP pemanfaatan / 

pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya 

hanya sebagian kegiatan pengelolaan hutan yaitu 

Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, 

Pemeliharaan dan K3, Kegiatan Pasca 

Pemanenan. 

Verifier 2.4.2 

Penerapan teknologi ramah 

lingkungan. 

D Sedang 
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

pada Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu yaitu 

pembuatan sodetan jalan sarad. Pada PT WBPU 

terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 

pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil 

atau pengelolaan hutan 

Verifier 2.4.3.  

Tingkat kerusakan tegakan 

tinggal minimal dan 

keterbukaan wilayah. 

D Baik 
Pada saat dilakukan audit lapangan sudah tidak 

dilakukan kegiatan penebangan RTKUPHHK-HA 

Tahun 2017 dengan adanya Surat Edaran Dirjen 

PHPL No. SE.12/PHPL/IPHH/PHL-4/10/2017, 

sehingga Perhitungan tingkat kerusakan tegakan 

tinggal menggunakan data penilaian awal dengan 

kondisi Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-

rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, 

pancang, tiang, pohon) ≤ 15 %. 

Verifier 2.4.4.  

Limbah pemanfaatan hutan 

minimal. 

CD Baik Perhitungan Faktor Eksploitasi berdasarkan 

perbandingan LHP dan LHC.  

Berdasarkan perbandingan LHP dan LHC dari 

kayu hasil produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2016 

dan RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada 2 Petak 

yang berbeda dengan masing masing 20 pohon 

sample didapatkan nilai FE rata-rata 0,94 (>0,7). 

Kesimpulan Indikator 2.4   17/21 = 80,95 % (BAIK) 

 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 16 dari 41 
 

5. Indikator 2.5 :  Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ 

pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya. 

NOMOR DAN 

JUDUL VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.5.1. 

Keberadaan 

dokumen rencana 

kerja jangka pendek 

(RKT) yang disusun 

berdasarkan 

rencana kerja 

jangka panjang 

(RKU) dan disahkan 

sesuai peraturan 

yang berlaku (Dinas 

Prov, self approval). 

CD Baik 
Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2016 dan 2017 didapatkan data sebagai berikut : 

Dok.  

Perencanaan 
No. Pengesahan 

Etat 

Luas 

(Ha) 

Etat 

Vol. 

(m3) 

RKUPHHK-

HA 

SK.28/VI-BUHA/2011, tanggal 18 

Maret 2011 

1.270 

ha/th 

83.875 

m3/th 

RKT 2016 

 

Kep.522.110.1/7/Kpts/RKT/DK-

III/2016,  tanggal 31 Maret 2016 

1.203,70 

ha 

32.995 

m3 

(Murni 

TPTI 

30.601 

m3) 

RKT 2017  Kep.522.110.1/433/Kpts/RKT/DK-

II/2017,  tanggal 15 Mei 2016 

950 ha 28.042 

m3 

(Murni 

TPTI 

26.000 

m3) 

Pada periode penilikan Ke-1 terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 

(pada periode penilaian yaitu 2016 dan 2017) yang disusun 

berdasarkan RKU dan telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Verifier 2.5.2.  

Kesesuaian peta 

kerja dalam 

rencana jangka 

pendek dengan 

rencana jangka 

panjang.   

D Sedang Terdapat peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang telah disahkan 

oleh Menteri Kehutanan RI. Peta memuat areal ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung seperti Petak Ukur Permanan, Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah, Kebun Benih, Sempadan Sungai, 

Lereng >40%. 

Terdapat peta kerja RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan 2017 skala 

1:50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur memuat areal ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung seperti  Petak Ukur Permanan, Kawasan 

Pelestarian Plasma Nutfah, Kebun Benih, Sempadan Sungai, 

Lereng >40%. Lokasi areal yang dipelihara yaitu Kebun Benih dan 

PUP pada Peta RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan tahun 2017 tidak 

tergambar sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA. 

Verifier 2.5.3.  

Implementasi peta 

kerja berupa 

penandaan batas 

blok tebangan/  

D Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan 

yaitu blok dan petak yang akan ditebang dan kawasan lindung 

atau areal pelestarian dan penelitian. 

Ditemukan di lapangan tanda batas blok dan petak tebangan 

RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan tahun 2017, dengan 

menggunakan bantauan softwere PDF Maps dilakukan uji coba 
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dipanen/ 

dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara 

beserta areal yang 

ditetapkan sebagai 

kawasan lindung 

(untuk 

konservasi/buffer 

zone/pelestarian 

plasma nutfah/ 

religi/budaya/sarana 

prasarana dan, 

penelitian dan 

pengembangan). 

dan terdapat kesesuaian lokasi antara data di peta dengan di 

lapangan. 

Belum terdapat penandaan plang Kebun Benih sesuai yang 

dialokasikan pada peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017. 

Pada PT WBPU terdapat Implementasi pada sebagian batas blok 

tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam / dipelihara beserta 

areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. 

Verifier 2.5.4.   

Kesesuaian lokasi, 

luas, kelompok jenis 

dan volume panen 

dengan dokumen 

rencana jangka 

pendek. 

D Sedang Terdapat realisasi volume tebangan total sebesar sebesar 44,39 

% dari rencana tebangan tahunan dan realisasi lokasi tebangan 

74,46% sesuai dengan RKT yang disahkan. 

- Terdapat realisasi volume produksi tahun 2016 sebesar 66,91% 

(realisasi 22.041,67 m3 dari rencana 32.940 m3) dan realisasi 

luasan produksi sebesar 100 % (realisasi 1.203,7 ha dari 

rencana 1.203,7 ha  

- Terdapat realisasi volume produksi tahun 2017 sebesar 17,94% 

(realisasi 5.030,35 m3 dari rencana 28.042 m3) dan realisasi 

luasan produksi sebesar 42,11 % (realisasi 400 ha dari rencana 

950 ha 

Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang 

dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang 

disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.  

Kesimpulan 

Indikator 2.5 

  15/21 = 71,43 % (SEDANG) 

6. Indikator 2.6 :  Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan re-

investasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam 

pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta 

peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 2.6.1. 

Kondisi kesehatan finansial. 

CD Sedang Berdasarkan Laporan Audit Independen No. 
12R/KOR/GA/SC/WBPU-ARF/09.17 tanggal 08 

September 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. 

Sjarifuddin Chan dan Laporan Keuangan untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2016 

didapatkan kondisi finansilal PT Wana Bakti 

Persada Utama sebagai berikut : 

1. Nilai likuiditas keuangan perusahaan tahun 
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2016 adalah sebesar 90,07 % (<100%) 

2. Nilai solvabilitas keuangan perusahaan tahun 

2016 sebesar 128,08% (100 - 150%)  

3. Untuk tahun 2016 mengalami laba. Dengan 

demikian, besaran rentabilitas bernilai positif. 

4. Opini Auditor : Laporan keuangan terlampir 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan PT Wana Bakti 

Persada Utama tanggal 31 Desember 2016, 

dan hasl usaha serta arus kas untuk tahun 

yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 

dengan Standar Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 

Verifier 2,6,2. 

Realisasi alokasi dana yang 

cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik). 

CD Sedang Kecukupan alokasi dana untuk kegiatan 

pengelolaan hutan berdasarkan Laporan Auditor 

Independen Atas Laporan Rencana dan Realisasi 

Biaya TPTI PT Wana Bakti Persada Utama No. 
12R/KOR/GA/SC/WBPU-ARF/09.17 tanggal 08 

September 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. 

Sjarifuddin Chan, didapatkan realisasi sebesar 

Rp. 982.387.090, - dari rencana  

Rp.1.406.717.690, - atau sebesar 69,83 %. 

Verifier 2,6,3. 

Realisasi alokasi dana yang 

proporsional. 

CD Buruk Terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang 

kegiatan tidak proporsional 60,7 % (perbedaan > 

50%) 

Verifier 2,6,4. 

Realisasi pendanaan yang 

lancar. 

CD Sedang Berdasarkan rincian arus kas, menunjukkan saldo 

kas akhir tahun yang positif dan kondisi keuangan 

mengalami keuntungan. Namun demikian, 

realisasi alokasi dana untuk kebutuhan kelola 

hutan tidak mencapai 100% misalnya alokasi 

dana untuk teknis kehutanan khususnya  

pengadaan bibit 77,51%, Pengayaan dan 

rehabilitasi penanaman 61,54%, Pemeliharaan 

tanaman 70%, sehingga terdapat realisasi dana 

yang tidak sesui dengan tata waktunya. 

Verifier 2,6,5. 

Modal yang ditanamkan 

(kembali) ke hutan. 

D Sedang Terealisasi biaya kegiatan pembinaan hutan, 

perlindungan dan pengamanan hutan serta 

penanaman tanah kosong sebesar 218.810.000,- 

dari rencana Rp. 167.615.400,- atau tercapai 

76,60 %. 

Verifier 2,6,6. 

Realisasi kegiatan fisik 

penanaman/pembinaan hutan. 

CD Buruk Terdapat realisasi kegiatan penanaman 

Penanaman / Pembinaan hutan tahun 2016 dan 

2017. Berdasarkan evaluasi tahun 2016 dan 

berdasarkan Laporan Bulanan TPTI November 

2017, realisasi fisik penanaman sebesar 33,75 % 

(<60% dari yang direncanakan).  

Pemeriksaan lapangan pada penanaman Ki-Ka 
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Jalan yang dilaksanakan di blok RKT 2016 

diketahui jarak tanamnya terlalu kecil. 

Kesimpulan Indikator 2.6   12/21 = 57.14 % (BURUK) 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator 3.1 :  Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada 

setiap tipe hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.1.1.  

Luasan kawasan dilindungi. 

D Sedang Luas kawasan lindung telah sesuai antara 

dokumen RKU dengan kondisi biofisiknya, tetapi 

ada ketidaksesuaian luasan kawasan lindung 

antara dokumen RKU PT WBPU 2011-2020 

dengan Dokumen AMDAL.   

Verifier 3.1.2.  

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali). 

D Sedang Berdasarkan verifikasi lapangan dan dokumen 

laporan penataan kawasan lindung yang ada, 

maka kawasan lindung yang telah ditata oleh PT. 

WBPU > 51%. 

Verifier 3.1.3.        

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi. 

D Baik Berdasarkan kondisi lapangan dan hasil telaah 

peta penafsiran citra maka kawasan lindung di 

PT. WBPU masih berhutan mencakup > 80%. 

Verifier 3.1.4.       

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi. 

CD Sedang Berdasarkan keberadaan dokumen laporan 

pengakuan para pihak berbentuk berita acara 

maka 80% masyarakat sekitar areal PT. WBPU 

telah mengakui keberadaan kawasan lindung 

dalam areal PT. WBPU. 

Verifier 3.1.5.   

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/ 

landscaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang yang ada 

di dalam RKU. 

D Sedang PT. WBPU telah membuat sebagian kecil laporan 

pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan 

terhadap sebagian kawasan lindung hasil 

tataruang areal. 

Kesimpulan Indikator 3.1.   20/27 = 74,07 % (SEDANG) 
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2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.2.1. 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki prosedur perlindungan 

tetapi belum seluruhnya sesuai dengan jenis-jenis 

gangguan yang ada. 

Verifier 3.2.2.  

Sarana Prasarana perlindungan 

gangguan hutan. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki jenis, jumlah, dan fungsi 

sarana prasarana penanggulangan karhutla 

sesuai dengan ketentuan. 

Verifier 3.2.3.  

SDM Perlindungan Hutan. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki SDM perlindungan hutan 

yaitu 1 (satu) orang Ganis-PHPL Binhut (50%) dari 

target yang seharusnya 2 (dua) orang ganis-PHPL 

Binhut. 

Verifier 3.2.4. Implementasi 

perlindungan gangguan hutan 

(preemptif/ preventif/represif). 

D Sedang PT. WBPU telah mengimplementasikan kegiatan 

perlindungan hutan melalui kegiatan tertentu tetapi 

belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan 

yang ada. 

Kesimpulan Indikator 3.2.   16/24 =  66,67 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 3.3 :  Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

akibat pemanfaatan hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.3.1. 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki prosedur pengelolaan 

tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh 

dampak terhadap tanah dan air akibat 

pemanfaatan hutan.Prosedur yang belum dimiliki 

seperti prosedur pengelolaan limbah B3. 

Verifier 3.3.2.   

Sarana Pengelolaan dan 

Pemantauan Dampak 

Terhadap Tanah dan Air. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki sarana prasarana 

pengelolaan dan pemantauan tetapi kurang dari 

50%. 

Verifier 3.3.3. 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

D Sedang SDM yang tersedia di PT. WBPU yaitu 1 (satu) 

orang dari yang seharusnya 2 (dua) orang. 

Berdasarkan hal tersebut maka SDM pengelolaan 

dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi 
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tanah dan air. personil sesuai dengan ketentuan yaitu 50%. 

Verifier 3.3.4. 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif). 

D Sedang Terdapat dokumen, dan ada implementasi 

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air lebih 

dari 50%. 

Verifier 3.3.5.  

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air. 

D Sedang PT. WBPU telah melakukan implementasi 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

sebesar 75%. 

Verifier 3.3.6. 

Dampak Terhadap Tanah dan 

Air. 

D Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar 

dan penting terhadap tanah dan air, serta ada 

upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   24/36 =  66,67 % (SEDANG) 

 

4. Indikator 3.4 :  Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka 

(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan 

endemik  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.4.1. 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik mengacu pada 

perundangan/ peraturan yang 

berlaku. 

D Sedang PT. WBPU memiliki prosedur identifikasi tetapi 

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ 

atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik. 

Verifier 3.4.2. 

Implementasi kegiatan 

Identifikasi. 

D Baik Terdapat implementasi identifikasi dan fokus pada 

flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik. 

Kesimpulan Indikator 3.4.   10/12 =  83,33 % (BAIK) 
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5. Indikator 3.5 :  Pengelolaan flora untuk : 1.  Luasan tertentu dari hutan produksi 

yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan 

terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.5.1. 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku. 

D Sedang Berdasarkan prosedur pengelolaan flora yang 

dimiliki oleh PT. WBPU maka terdapat prosedur 

pengelolaan flora berbentuk prosedur identifikasi, 

dan belum mencakup seluruh jenis yang 

dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam 

punah, dan endemik.   

Verifier 3.5.2. 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan. 

D Sedang PT. WBPU telah melakukan implementasi 

pengelolaan terhadap flora dilindungi dan/ atau 

langka, jarang, terancam punah, dan endemik 

tetapi belum mencakup seluruh jenis yang ada. 

Verifier 3.5.3. 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik. 

D Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian 

spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka 

dan terancam punah dan endemik yang terdapat 

di areal PT WBPU. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   12/18 =  66,67 % (SEDANG) 

 

6. Indikator 3.6 :  Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi 

yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan 

terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam 

punah dan endemik. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 3.6.1. 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi meng acu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan). 

D Sedang Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa 

PT. WBPU telah memiliki prosedur pengelolaan 

fauna berbentuk prosedur identifikasi, dan belum 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau 

langka, jarang, terancam punah, dan endemik. 

Verifier 3.6.2. 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

D Sedang PT. WBPU telah melakukan implementasi 

pengelolaan fauna tetapi belum mencakup 
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pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan. 

seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, 

jarang, terancam punah, dan endemic yang 

terdapat di areal pemegang izin.   

Verifier 3.6.3. 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik. 

D Sedang Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi 

dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan 

endemik, tetapi ada upaya penanggulangan 

gangguan oleh PT. WBPU. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   12/18 =  66,67 % (SEDANG) 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator 4.1. : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin 

dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/ 

laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, 

identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin. 

D Sedang Terdapat sebagian dokumen terkait pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA dimana 

kegiatan perladangan dan pemanfaatan HHBK 

oleh masyarakat belum diidentifikasi oleh unit 

manajemen. 

Identifikasi hak-hak dasar masyarakat 

dituangkan dalam Laporan Penilaian High 

Conservation Value Forest di Areal PT WBPU 

Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2016 

pada NKT 5 dan NKT 6 serta Kesepakatan 

Bersama pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 

hasil hutan kayu antara Unit manajemen dengan 

masyarakat. 

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH sudah 

dituangkan dalam dokumen legal diantaranya 

RKU PT WBPU Periode Tahun 2011 - 2020, 

dokumen RKT 2016 – 2017 dan Laporan Kelola 

Sosial 2016 dan 2017 dan belum dituangkan 

dalam Rencana Operasional Kelola Sosial. 

Verifier 4.1.2.  

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas/ rekonstruksi 

batas kawasan secara 

parsitipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan. 

CD Baik PT. WBPU telah memiliki mekanisme penataan 

batas secara partisipatif dan konflik batas 

kawasan yang dituangkan dalam  SOP -  0503 

tentang Delineasi Batas Kawasan Konsesi 

dengan Masyarakat dan SOP 0502 tentang 

Penyelesaian Konflik Sosial. 
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Verifier 4.1.3.  

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan 

SDH. 

D Baik PT. WBPU telah memiliki mekanisme pengakuan 

terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, 

lengkap dan jelas yang dituangkan dalam SOP 

0507 tentang Identifikasi Hak-Hak Dasar 

Masyarakat Adat, SOP 0504 tentang 

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan 

dan SOP 0506 tentang Pembuatan Perjanjian 

dengan Masyarakat. 

Verifier 4.1.4.  

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/ areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat. 

CD Sedang PT. WBPU berada di dalam wilayah administratif 

kampung Kampung Long Keluh, Kampung Long 

Beliu, Long Lamcin dan Kampung Long Pelay,  

terdapat kegiatan perladangan di dalam kawasan 

PT WBPU dan terdapat peta sebaran kampung 

yang berada di dalam areal dengan luas masing-

masing kampung namun belum disepakati antara 

pihak PT WBPU dengan masyarakat. 

Masyarakat mengerti dan paham batas PT 

WBPU hanya pada batas yang terletak di tepi 

sungai Kelai. 

Verifier 4.1.5.  

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH. 

CD Baik Dalam kegiatan operasionalnya PT WBPU 

mendapat dukungan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, 

keberadaan PT WBPU selama ini memberikan 

kontribusi fee dan akses jalan ke kota kabupaten 

(tanjung Redeb). 

Hasil wawancara dengan pemerintahan 

kampung, masyarakat mendukung keberadaan 

perusahaan sepanjang dapat bekerja sama 

dengan masyarakat. 

Kesimpulan Indikator 4.1   18/21 = 85,71 % (BAIK) 

 

2. Indikator 4.2. : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.2.1. 

Ketersediaan dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan 

perundangan yang 

relevan/berlaku. 

D Sedang Dokumen yang menyangkut tanggung jawab 

sosial telah tersedia namun sebagian yang 

meliputi Dokumen RKU PT WBPU Periode 2011 

- 2020, RKT Tahun 2016, Tahun 2017 serta 

Laporan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2016 dan 

Laporan E-Monev TPTI dan Non TPTI Kelola 

Sosial tahun 2017. 
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Dokumen yang tidak tersedia meliputi Rencana 

Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 2016 dan 

2017 yang mendeskripsikan rencana kerja dan 

rencana biaya Kelola Sosial PT WBPU. 

Verifier 4.2.2. 

Ketersediaan mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat. 

D Baik PT. WBPU telah memiliki mekanisme yang 

lengkap dan legal dalam pemenuhan kewajiban 

sosial kepada masyarakat yang meliputi SOP 

0501 tentang Bina Desa, SOP 0506 tentang 

Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan 

Kesepakatan dengan masyarakat dan SOP 0505 

tentang Distribusi Insentif. 

Verifier 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

D Sedang Bahwa kegiatan sosialisasi mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH tersedia pada Dokumen 

Berita Acara Sosialisasi Program PMDH dan Hak 

Serta Kewajiban Perusahaan (IUPHHK-PT 

WBPU) dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan hutan tahun 2015 pada tanggal 12 

April 2015. 

Sosialisasi RKT 2016 dan RKT 2017 merupakan 

tindak lanjut dari sosialisasi dan kesepakatan 

yang disepakati pada sosialisasi RKT tahun 

2015. 

Verifier 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat / 

implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH. 

D Baik Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab 

sosial yang meliputi pembayaran fee 

kompensasi, kegiatan kelola sosial dan 

kesepakatan yang timbul akibat operasional 

logging sudah tersedia pada tahun 2016 – 2017. 

Pemenuhan tanggung jawab sosial tahun 2016 

sebesar 140.59 %, tahun 2017 sebesar 49.41 %. 

Rata-rata pemenuhan tanggung jawab sosial PT 

WBPU sebesar 94.99 %. 

Verifier 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D Sedang Laporan yang menyangkut tanggung jawab 

sosial didokumentasikan dalam bentuk Laporan 

Kelola Sosial, Berita Acara Bantuan dan Kuitansi 

pembayaran.  Pada periode tahun 2016 - 2017 

sudah tersedia dengan lengkap, namun Terdapat 

ketidak sesuaian dokumen yang menyangkut 

tentang rencana dan realisaasi dari kegiatan 

social dengan dokumen lainnya. 

Kesimpulan Indikator 4.2   24/30 = 80,00 % (SEDANG) 
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3. Indikator 4.3. : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 

adil antar para pihak. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.3.1.  

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masya-rakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH. 

D Sedang Terdapat sebagian data yang menyangkut 

tentang msayarakat setempat yang terlibat, 

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH, dimana data masyarakat yang 

terlibat dan tergantung dijelaskan dalam dokumen 

HCVF pada NKT 5 dan 6 namun yang terkait 

dengan keberadaan masyarakat yang 

terpengaruh yaitu masyarakat Kampung Batu 

Rajang dan kampung lainnya yang dilalui 

kendaraan logging kearah log pond tidak tersedia. 

Tidak terdapat data dan informasi tentang wilayah 

yang dianggap penting bagi masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti ladang, 

tempat berburu (sepan), wungun (bekas 

kampung), kawasan keramat, tempat pemakaman 

dan hutan tempat buah-buhan yang berada di 

dalam areal PT WBPU. 

Verifier 4.3.2.  

Ketersediaan mekanisme 

pening-katan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat. 

D Baik PT. WBPU telah memiliki mekanisme peningkatan 

peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat 

yang legal, lengkap dan jelas yang dituangkan 

dalam SOP 0504 tentang Peningkatan Akses 

Masyarakat terhadap Hutan dan SOP 0505 

tentang Distribusi Insentif. 

Verifier 4.3.3.  

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat. 

CD Sedang PT. WBPU telah memiliki rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat namun belum lengkap dimana 

perencanaan dituangkan dalam dokumen RKU 

dan RKT namun RO kelola sosial tidak tersedia.  

Selain itu perencanaan yang dituangkan dalam 

dokumen RKT masih belum jelas terkait jenis 

kegiatan ekonomi produktif dan lokasi/sasaran 

kegiatan yang tepat sasaran. 

Verifier 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

D Sedang Berdasarkan Implemetasi kegiatan pertanian 

menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan 

sarana dan prasarana dll : Tahun 2016 Rencana 

biaya Rp 614.400.000, realisasi Rp 241.264.000 

(39.26 %) 

Untuk implementasi kegiatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi tahun 2016 sebesar 39.26 % 

 implementasi peningkatan peran serta sebesar 
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sasaran. 39.26 % (< 50%). 

Verifier 4.3.5.  

Keberadaan dokumen/ laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak. 

D Sedang Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak telah 

tersedia namun belum lengkap dimana pada 

periode tahun 2016 - 2017 yang terkait dengan 

kewajiban kepada negara didokuemntasikan 

dengan baik dan distribusi kepada masyarakat 

belum seluruhnya didokumentasikan dan 

ditunjukkan. 

Kesimpulan Indikator 4.3   20/27 = 74,07 % (SEDANG) 

 

4. Indikator 4.4. : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.4.1.  

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik. 

D Baik PT. WBPU telah memiliki mekanisme resolusi 

konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan 

dalam SOP-0502 tentang Penyelesaian Konflik 

Sosial. 

Verifier 4.4.2.  

Tersedia peta konflik. 

D Sedang Di dalam areal PT. WBPU terdapat potensi konflik 

terkait persoalan sosial/miskomunikasi, kegiatan 

perladangan dan batas antar kampung yang 

belum seluruhnya jelas dilapangan.  Kegiatan 

perladangan dan batas kampung sudah dipetakan 

dalam peta RKT namun belum disusun rencana 

pengelolaannya. Di luar dari areal PT WBPU 

masih terdapat potensi konflik terutama konflik 

penggunaan jalan angkutan yang menuju ke arah 

log pond.  

Tidak terdapat dokumen pemetaan konflik yang 

telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada 

Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

Verifier 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak. 

D Sedang PT. WBPU telah membentuk kelembagaan 

resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan Direktur Utama PT WBPU No. 

006/WBPU-Ia/03.16 tentang Penetapan Struktur 

Organisasi Kelola Sosial dan Lingkungan PT 

WBPU Tahun 2016 yang di tetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Maret 2016.  Namun 

Penanggung Jawab penyelesaian konflik yang 

dituangkan dalam SK tersebut tidak sesuai 

dengan yang terdapat dalam SOP-0502 tentang 

Penyelesaian Konflik Sosial dan Dokumen RKT 
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tahun 2016 dan 2017. Tersedia pendanaan yang 

memadai namun SDM penanganan konflik masih 

terbatas (ada rangkap jabatan). 

Verifier 4.4.4.  

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi. 

D Baik Pada periode tahun 2016 - 2017 terdapat konflik 

dengan masyarakat dan telah dilaporkan  kepada 

Kepala KPHP Berau Barat yang disusun tiap 

semester yang menjelaskan kronologis kejadian 

dan penyelesaiannya secara lengkap. 

Kesimpulan Indikator 4.4   20/24 = 83,33 % (BAIK) 

 

5. Indikator 4.5. : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan 

Tenaga Kerja. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.5.1.  

Adanya hubungan industrial. 

D Sedang PT. WBPU telah merealisasikan seluruh 

hubungan industrial yang dituangkan dalam 

Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Berau sesuai SK No. 

KEP.560/321.3.Kesja  tentang Pengesahan 

Peraturan Perusahaan ditetapkan di Tanjung 

Redeb tanggal 1 Juni 2016 yang berlaku 2 tahun, 

namun belum sepenuhnya karyawan mengetahui 

dan paham akan peraturan perusahaan tersebut, 

sehingga sosialisasi peraturan perusahaan 

tersebut perlu ditingkatan. 

Verifier 4.5.2.  

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

D Sedang Rata-rata prosentase realiasi dari rencana 

pelatihan ganis dan pelatihan lainnya tahun 2016 

– 2017 PT. WBPU, sebesar 67.72 %. 

Jumlah kecukupan tenaga teknis : terdapat 

kekurangan 5 orang dari standar yang 

dipersyaratkan yang meliputi Ganis Kurpet 1 

orang, Ganis  Canhut 1 orang, Ganis Binhut 1 

orang dan Ganis Nenhut 2 orang, sehingga PT 

WBPU belum memenuhi Perdirjen P.16 tahun 

2015. Pendidikan dan pelatihan belum 

dilaksanakan secara rutin/masih bersifat insidentil. 

Verifier 4.5.3.  

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya. 

D Sedang Pada tahun 2016 manajemen PT WBPU  melalui 

mitra kerjanya menerbitkan sisterm penilaian 

kinerja karyawan dengan Deskripsi Terhadap 

Faktor Penilaian, realisasi kenaikan jenjang dari 

berbagai jabatan  tahun 2017 sebanyak 8 orang 

dan pada tahun 2016 sebanyak 7 orang. Realisasi 

penjenjangan karir masih dibawah 50 % dari 
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seluruh karyawan yang ada. 

Verifier 4.5.4.  

Adanya Dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

D Sedang PT. WBPU telah memiliki dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan yang dituangkan  dalam 

Peraturan Perusahaan namun belum seluruhnya 

direalisasikan terkait dengan pemenuhan fasilitas 

karyawan diantaranya Klinik/Pos P3K, tempat 

ibadah (musholla), toilet kantor dan fasilitas 

lainnya, 

Kesimpulan Indikator 4.5   16/24 = 66,67 % (SEDANG) 

 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola 

IUPHHK. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan 

Usaha (SK IUPHHK) 

M PT WBPU memiliki dokumen legal terkait perizinan 

usaha/ SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor : 864/Kpts-VI/1999 

tanggal 13 Oktober 1999  tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Kepada PT Wana Bakti 

Persada Utama di Propinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Timur seluas ± 44.402 Hektar di 

Provinsi Kalimantan Timur beserta peta lampiran 

skala 1:100.000. 

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

M Pada periode penilikan Ke-1 tidak terdapat 

perubahan SPP IIUPHHK-HA dan bukti 

pemenuhannya dengan kondisi : 

- SPP IHPH Nomor 2428/VI-PPHH/1999 tanggal 

11 Oktober 1999 senilai Rp 2.220.100.000,00 

- SPP Nomor S.362/VI-BIKPHH/2010 tanggal 28 

April 2010 senilai Rp 3.885.175.000 

- Bukti Setor Senilai Rp 2.220.100.000,00 via 

Bank BCA tanggal 11 Oktober 1999 

- Bukti Setor senilai Rp 350.000.000 via BII tgl 

28 September 2010  

- Bukti Setor senilai Rp 3.535.175.000,00 via BII 
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tanggal 30 November 2010 

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

N/A 
Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. WBPU  tidak 
terdapat izin usaha yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK. 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh 

          yang berwenang. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan  dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau  yang disahkan 

secara self approval. 

- Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M PT WBPU memiliki dokumen RKUPHHK-HA 

berbasis IHMB periode Tahun 2011 – 2020, PT. 

WBPU telah disahkan sesuai SK Menteri 

Kehutanan Nomor : SK.28/VI-BUHA/2011 Tanggal 

18 Maret 2011 beserta lampiran peta skala 

1:50.000. 

PT WBPU memiliki dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2016  yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan TImur Nomor 

522.110.1/71/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 31 

Maret 2016 beserta lampiran peta skala 1:50.000. 

PT WBPU memiliki dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2017  yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 

522.110.1/433/Kpts/RKT/DK-II/2017,  tanggal 15 

Mei 2017 beserta lampiran peta skala 1:50.000. 

PT WBPU terdapat Ganis PHPL Canhut  atas nama 

Sukisno Edy Purwanto Register Nomor 01041-

13/CANHUT/XX/2013 berlaku sampai dengan 18 

Februari 2019. 

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan 

bukti  implementasinya di lapangan 

M 
PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peta 
RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1 : 50.000  

memuat areal  yang tidak boleh ditebang berupa 
Petak Ukur Permanen Kebun Benih, KPPN, Kawasan 
Lindung (lereng>40%) dan Sempadan Sungai. 
Uji petik keberadaan areal yang tidak boleh 

ditebang terbukti implemantasinya di lapangan 
berupa penandaan batas Sempadan Sungai Kelay 

terletak pada koordinat N 010 51’ 21,02” E 1160 50’ 

59,42”. 
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2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ 

blok RKT/petak RTT yang jelas di peta 

dan terbukti di lapangan 

M PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peta 

RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1 : 50.000 yang 

didalamnya tergambar batas blok dan batas petak 

tebangan RKTUPHHK-HA tahun 2017. 

Penandaan Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 berupa 
pemasangan plang RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada 

koordninat N  01°44′39,82″ E 116°40′47,15” sesuai 

dengan peta. 

Batas Petak L9 dan L8 RKTUPHHK-HA tahun 2017 

cat strip // pada pohon warna merah dengan 

koordinat N 01°44′45,27″ E 116°41′07,44” sesuai 

dengan di peta.  

Batas Petak L9 dan M8 RKTUPHHK-HA tahun 2017 
cat strip // pada pohon warna merah dengan 

koordinat N 01°44′50,52″ E 116°41′18,96”  sesuai 

dengan di peta.  

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan 

lampiran- lampirannya. 

M Terdapat RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 

Tahun 2011 – 2020, PT Wana Bakti Persada 

Utama telah disahkan sesuai SK Menteri 

Kehutanan Nomor : SK.28/VI-BUHA/2011 tanggal 

18 Maret 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 

Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) 

periode tahun 2011 – 2020 atas nama PT Wana 

Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur 

dan dilampiri dengan Peta skala 1 : 50.000. 

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A PT Wana Bakti Persada Utama merupakan 

IUPHHK-HA yang melakukan system silvikultur 

TPTI dan tidak melakukan Persiapan Lahan untuk 

Penanaman HTI. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP- 

                        kan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 
M PT Wana Bakti Persada Utama telah 

melaksanakan kegiatan PUHH mengunakan 

SIPUHH Online. 

PT Wana Bakti Persada Utama memiliki petugas 

Ganis PHPL PKB : 

- Wartono Reg. No. 01049-13/PKB-R/XX/2013 

berlaku sampai 10 April 2019. 

- Sugeng Reg. No. 01795-13/PKB-R/XX/2015 

berlaku sampai 24 November 2018. 

- Dadang Rudiana Reg. No.  01784-13/PKB-

R/XX/2015 berlaku sampai 21 September 

2018. 

- Hendrik Reg. No. Weking01786-13/PKB-

R/XX/2015 berlaku sampai 04 Oktober 2018. 

- Rusdi Siswoyo Reg. No. 02109-13/PKB-

R/XX/2016 berlaku sampai dengan 18 Oktober 

2018. 

- Apsinar Lubis Reg. No. 00515-11/PKB-

R/XX/2011 berlaku sampai dengan 27 

November 2020. 

Pada periode audit Desember 2016 s.d. November 

2017 terdapat pembuatan dokumen LHP sebanyak 

3.657 batang dengan volume 22.780,65 m3 yang 

telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang telah 

ditunjuk menjadi petugas pembuat LHP atas nama 

Wartono Reg. No. 01049-13/PKB-R/XX/2013 

berlaku sampai 10 April 2019. 

Stock kayu bulat PT Wana Bakti Persada Utama 

berada di : 

- TPK Hutan Km 71 sebanyak 1.083 batang 

dengan volume sebesar 5.793,26 m3.  

- TPK Antara I Km 0. sebanyak 1.309 batang 

dengan volume sebesar 7.467,37 m3. 
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- TPK Antara II Labanan sebanyak 4 batang 

dengan volume sebesar 19,42 m3.  

Uji petik pengukuran fisik kayu dilakukan di TPK 

Hutan Km. 71 didapatkan perbedaan ukuran 

volume sebesar 1,7 % (dibawah 5 %), yang berarti 

terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan 

fisik kayu. 

 

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

           hasil hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

M PT Wana Bakti Persada Utama pada periode audit 

telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai 

ketentuan dari : 

- TPK Hutan Km 71  dengan tujuan TPK Antara 

II sebanyak 356 set 3.328 batang 20.651,00 m3 

diterbitkan oleh Dadang Rudiana Reg. No.  

01784-13/PKB-R/XX/2015 berlaku sampai 21 

September 2018. 

- TPK Antara II dengan tujuan TPK Antara I 

sebanyak 9 set 2.330 batang 14.416,59 m3 

pada periode sebelum 16 Juli 2017 diterbitkan 

oleh Sugeng Reg. No. 01795-13/PKB-

R/XX/2015 berlaku sampai 24 November 2018 

dan setelah 16 Juli 2017 diterbitkan oleh Rusdi 

Siswoyo Reg. No. 02109-13/PKB-R/XX/2016 

berlaku sampai dengan 18 Oktober 2018. 

- TPK Antara II dengan tujuan TPK Industri 

sebanyak 5 set 1.627 batang 9.191,05 m3 pada 

periode sebelum 16 Juli 2017 diterbitkan oleh 

Sugeng Reg. No. 01795-13/PKB-R/XX/2015 

berlaku sampai 24 November 2018 dan setelah 

16 Juli 2017 diterbitkan oleh Rusdi Siswoyo 

Reg. No. 02109-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai dengan 18 Oktober 2018. 

- TPK Antara I dengan tujuan TPK Industri 
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sebanyak 6 set 2.331 batang 14.691,28 m3 

pada periode sebelum 16 Juli 2017 diterbitkan 

oleh Rusdi Siswoyo Reg. No. 02109-13/PKB-

R/XX/2016 berlaku sampai dengan 18 Oktober 

2018 dan setelah 16 Juli 2017 diterbitkan oleh 

Sugeng Reg. No. 01795-13/PKB-R/XX/2015 

berlaku sampai 24 November 2018. 

Selanjutnya, uji petik terhadap persediaan kayu 

bulan Mei 2017 yang terdapat di Laporan Mutasi 

Kayu Bulat (LMKB) terdapat kesesuaian data 

antara data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK 

terkait  

 

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode 

pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK 

bisa dilacak balak. 

M PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan 

kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. 

Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan 

hasil hutan berupa pemberian id barcode  warna 

biru dilakukan pada bontos kayu yang diverifikasi 

dapat dibaca dengan barcode scanner.  

Dapat diverifikasi bahwa penandaan menggunakan 

id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen 

LHP sehingga  dapat digunakan untuk lacak balak. 

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin. 

M PT Wana Bakti Persada Utama telah menerapkan 

penandaan secara konsisten pada seluruh bontos 

kayu. Terdapat penandaan berupa label barcode 

pada bontos kayu diverifikasi di TPK Hutan KM 71.  

Uji petik lacak balak dilakukan dan diketahui bahwa 

Kayu Hasil Produksi PT Wana Bakti Persada 

Utama dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari 

dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di 

lapangan salah satunya nomer barcode 

1904A04WBPU0000000000037070  tercantum 

pada dokumen SKSHHK No. KB.B.2815619 

tanggal 16/12/2017. Dokumen SKSHHK No. 

KB.B.2815619 berasal dari LHP No. 001/LHP-
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BLOKTEBANGAN/WBPU/X/2017 tanggal 

30/10/2017. LHP tersebut merupakan hasil 

pengukuran tanggal 18/08/2017 yang memuat 

petak tebang yaitu petak L9. Verifikasi lapangan 

dapat ditemukan tunggul Pohon dengan label 

barcode yang masih menempel pada koordinat N 

010 44’ 53,37” dan E 1160 41’ 15,15”. 

 

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar 

Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M PT Wana Bakti Persada Utama memiliki arsip 

dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam 

pengangkutan kayu keluar dari Tempat 

Penimbunan Kayu. 

Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu 

dari : 

- TPK Hutan Km 71  dengan tujuan TPK Antara 

II sebanyak 356 set 3.328 batang 20.651,00 m3  

- TPK Antara II dengan tujuan TPK Antara I 

sebanyak 9 set 2.330 batang 14.416,59 m3 

- TPK Antara II dengan tujuan TPK Industri 

sebanyak 5 set 1.627 batang 9.191,05 m3 

- TPK Antara I dengan tujuan TPK Industri 

sebanyak 6 set 2.331 batang 14.691,28 m3 

 

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan. 

M PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen 

SPP DR dan PSDH. Dapat diverifiaksi bahwa 

dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik 

dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah 

sesuai dengan LHP. 

Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : 

DR sebesar US$ 374.353,15 
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PSDH sebesar Rp. 1.715.607.630,00 

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M PT Wana Bakti Persada Utama memiliki bukti setor 

DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar 

Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data 

yang tercantum dalam dokumen baik kelompok 

jenis, volume maupun tarif telah sesuai.  

Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR 

PSDH periode audit yaitu : 

DR sebesar US$ 374.353,15 

PSDH sebesar Rp. 1.715.607.630,00 

Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah 

sesuai dengan kode billing yang diterbitkan. 

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas kayu hutan alam (termasuk hasil 

kegiatan penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan 

tanaman. 

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT 

Wana Bakti Persada Utama telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada 

ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 

 

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

         Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1. Dokumen PKAPT M PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen 

Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT) berdasarkan Surat Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

No.56/UPP/PKAPT/ 12/2016 atas nama PT Wana 

Bakti Persada Utama. Nomor PKAPT PT Wana 

Bakti Persada Utama adalah 09.03.1.01549 dan 

masa berlaku sampai dengan 8 Desember 2021. 

 

 

 

 

 

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia 

dan memiliki izin yang sah 
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  NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal. 

M Berdasarakan dokumen SKSHHK yang telah 

diterbitkan bahwa PT Wana Bakti Persada Utama 

telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman 

kayu ke luar pulau Kalimantan. Pengiriman ke luar 

pulau sesuai SKSHHK No. KB.B2767850 tanggal 

05 Desember 2017 yaitu TB.Biak 77. Kapal yang 

digunakan telah menggunakan bendera Indonesia 

dan memiliki izin yang sah berdasarkan Surat Izin 

Berlayar (Port Clearence). 

 

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 

  NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan. 

M PT Wana Bakti Persada Utama telah 

mengimplementasikan Tanda V-Legal dengan 

membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu 

dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan 

tanda berlogo “V-Legal” bertulisakan “Indonesian 

Legal Wood 013.PHPL.019-IDN” 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. Dokumen 

AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL. 

M 
PT Wana Bakti Persada Utama  tidak diwajibkan 
menyusun dokumen lingkungan baru, hal ini 
dikarenakan PT Wana Bakti Persada Utama  
merupakan pengalihan dari manajemen lama yang 

sudah menyusun AMDAL. Sesuai dengan Surat 
Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan 
Perkebunan Nomor 103/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 

Agustus 1999 yang pada butir 3 disebutkan bahwa 

“Berkaitan dengan surat Saudara tersebut di atas, 

kami sampaikan bahwa Saudara tidak wajib 

menyusun AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) baru, 

melainkan hanya menyusun RKL dan RPL”. 

Terdapat dokumen Dampak Penting Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Dampak 
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Penting, Dokumen RKL dan RPL telah disetujui 

oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 

dan Perkebunan Nomor 1766/Menhutbun-II/99 tgl 

14 Oktober 1999. 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan 

            tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M PT Wana Bakti Persada Utama  memiliki Laporan 

Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah dilaporkan 

kepada instansi terkait secara periodik setiap 

Semester. Pada periode Audit terdapat 2 (dua) 

Laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan 

Pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2017 dan 

Sesemter II Tahun 2017. Laporan telah dikirimkan 

kepada instansi terkait sesuai tanda terima dari 

instansi terkait. Diverifikasi dokumen pelaksanaan 

RKL RPL PT Wana Bakti Persada Utama  telah 

mencakup tindakan pengelolaan lingkungan 

meliputi dampak penting fisik-kimia, biologi, dan 

sosial budaya 

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak penting aspek 

fisik kimia, biologi dan sosial. 

M Dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan melaui observasi 

lapangan diantaranya : 

- Pemantauan Lingkungan berupa Stick 

Pemantau Debit Air Sungai Kelay pada 

koordinat N 01° 51’ 17,86” dan E 116° 51’ 

04,66”. 

- Ombrometer untuk mengukur curah hujan 

dapat dijumpai di Basecamp KM 72 pada 

koordinat N 01° 51’ 24,11” dan E 116° 51’ 

00,90”. 

- Pengelolaan Sempadan Sungai berupa 

penandaan batas Sempadan Sungai Kelay 

terletak pada koordinat N 010 51’ 21,02” E 1160 

50’ 59,42”. 

- Penyerapan tenaga lokal sebagai karyawan.  

- Kegiatan CD-CSR yang telah direalisasikan 

diantaranya berupa Beasiswa, Honor Guru, 

Bantuan BBM dan Kegiatan Sosial Budaya 

lainnya. 

 

 
 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M 
Pada periode penilikan Ke-1 tidak terdapat 
perubahan SOP K3 dan SOP yang berkaitan dengan 
K3. Hasil verifikasi dokumen SOP diketahui bahwa 

pada setiap SOP yang berkaitan dengan operasional 
selalu mencantumkan persiapan peralatan K3. 
Terdapat Struktur Organisasi K3 yang 
bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di PT. 

WBPU 

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M PT Wana Bakti Persada Utama  memiliki daftar 

peralatan K3 dan sarana dan prasarana K3 

Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 

menunjukkan kesesuaian dan masih berfungsi 

dengan baik berupa : 

- Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatan yang 

masih berlaku (belum kadaluarsa) di bangunan 

kantor. 

- APAR yang telah didistribusikan di bangunan 

kantor, dapur, workshop, mess dengan kondisi 

tekanan bar masih ada. 

- Alat Pelindung Diri seperti helm, Rompi, dan 

sepatu boots. 

- Peralatan pemadam kebakaran manual di 

Basecamp Camp KM 72 diantaranya pompa 

air, selang, nozzle, dan peralatan manual 

lainnya.  

- Terdapat fire denger rating sebagai petunjuk 

status tingkat bahaya kebakaran dan terdapat 

papan himbauan larangan membakar hutan. 

- Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang 

di jalan utama (main road). 

5.1.1. c. Catatan kecelakaan 

kerja. 

M Terdapat Laporan P2K3 Semester I Tahun 2017 

dan Semester II Tahun 2017 PT Wana Bakti 

Persada Utama. Laporan oleh Ketua Harian P2K3 

atas nama Rudiansyah, S.Hut yang ditujukan 

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 

Timur Att. Subdin Pengawas K3. 

Selama periode audit diverifikasi tidak terdapat 

kejadian kecelakaan kerja/ NIHIL. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang membolehkan 

untuk membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja. 

M 
Manajemen PT. WBPU telah memiliki kebijakan 
perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk 
berserikat dan membentuk Serikat Pekerja sesuai 

dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan 
Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau 
Pasal 32 yang  berbunyi : 

“Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial 

yang harmonis antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha, karyawan/buruh dapat membentuk 

serikat pekerja/buruh di dalam lingkup 

perusahaan”. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang 

            mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 

M 
Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. 
WBPU yang terdiri dari 34 Pasal. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT. WBPU telah 
disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Berau sesuai dengan SK Nomor 

KEP.560/321.3.Kesja tentang Pengesahan 
Peraturan Perusahaan PT. Wana Bakti Persada 
Utama tanggal 01 Juni 2016. SK Pengesahan 

tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sampai 
dengan tanggal 31 Mei 2018. 

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. Pekerja yang masih di 

bawah umur 

M 
PT Wana Bakti Persada Utama  tidak 
mempekerjakan Karyawan dibawah umur. 
Berdasarkan Laporan Bulanan Karyawan peride 

Bulan November 2017 jumlah Karyawan sebanyak 
108 orang.  Karyawan termuda telah lebih dari 18 
tahun atas namaAchmad Ansul Maulana yang 

dilahir pada tanggal 02 Desember 1998 sebagai 
Helper Mechanic. 
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F. NII.AI AIfiIR KINERJA PHPL PT WAT{A BAKN PERSADA UTAMA

No, .lndikator Nihi Kireria lrdikator
Nihl lfi#Brra
, g*tU*O

',r,,ftldilstor

1. lndikator 1.1 86.67 o/o Baik 3 3
2. lndikator 1.2 77.78 a/o Sedang 2 3
3. lndikator 1.3 60,00 0/o Sedang 2 3
4. lndikator 1.4 75,00 0/o Sedang 2 3
5. lndikator 1.5 go,4g o/o Baik 3 3
6. lndikator 2.t 77.78 o/o Sedang 2 3

7. lndikator 2.2 58.33 o/o Buruk 1 3

8, lndikator ?,3 80,s6 % Baik a a
o lndikator 2.4 go,g5 0/o Baik e 3
10. lndikator 2.5 71,43 '/o Sedang 2 3

11. lndikator 2.6 57.14 o/o Buruk 1 3

12. lndikator 3.1 74.A7 o/o Sedanq 2 3

i3. lndlkator 3.2 66,67 % Sedang 2 3

14. lndikator 3.3 66,67 1o/o Sedang 2 3
15. lndikator 3.4 g3,33 0/o Baik 3 3
16. lndikator 3.5 66,67 0/o Sedang 2 3

17, lndikator 3.6 66.67 o/o Sedang 2 3

18. lndikator 4.1 85.71 o/o Baik 3 3

19. lndikator 4.2 g0,oo o/o Sedang 2 3

20. lndikator 4.3 74,07 '/o Sedang 2 3

21. lndikator 4.4 83.33 o/o Baik 3 g

22. lndikator 4.5 68.67 % Sedang a 3

JUMLAH 49 66

Nilai Kinerja PHPL 74,240/o
(SEDANG)

$#***il?*ux",y"r,"ffi"a,"
/ ' lr Kurnia

firektur
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